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PERATURAN BUp 
ATIBANY 

NOMOR ~ ~ UM As 
TAf-fUN 4..rJoC, 

TENTANG . 
URAIAN TUGAS p 

OKOK DA 
KANTOR PELAY ANAN p N FUNGSI 

ERIZINAN o 
KABUPATEN B AN INVESTASI 

ANYUMAS 

BUPATI BANYUMAS 
a. bahwa dalam rangka . ' 

. mewuJudkan pel 
dr Kabupaten Banyum ayanan one stop service (OSS) 

as, maka Peratur B . 
14 T ahun 2004 tentan T an upat, Banyumas Nomor 

9 ugas Pokok F . . 
dan Tata KerJ·a Ka t ' ungsr, Ura,an Tugas Jabatan 

n or Pelayanan P .. 
Banyumas perlu t k . enzrnan dan lnvestasi Kabupaten 

un u drsempurnakan-
b. bahwa sehubungan de ' 

ngan maksud tersebut di atas perlu 

1. 

menetapkan Peraturan Bu . 
pat, Banyumas tentang Uraian Tugas 

Pokok dan F ungsi pada K t 
an or Pelayanan Perizinan dan lnvestasi 

Kabupaten Banyumas. 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Serita Negara 

Tanggal 8 Agustus 1950 ); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 

( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Neaara Nomor 3952 ); 
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o,1un 2003 ttm,non P 
Doemh dan P teniang Ped orntu,an PtJm1Jrir,t:ih 

eratura oman o, , . 
W n Pernerint h Qen,sa , Porengr.at 

ewenang Pen a Noma, 9 . . 9angkatan p . r ahun 2003 tontang 
Pegawa, Negeri Sip1·1,· , em1ndahan dan 

Pemberhentian 

Peraturan Daerah K 
abupaten 8 

tentang Pembentukan S anyumas Nomor 15 Tahun 2004 
P I , usunan Orga . 

e ayanan Perizinan n,sasi dan Tatakerja Kantor 

( L dan lnvestasi K b 
embaran Daerah K b a upaten Banyumas 

a upaten B 
Seri D ). anyumas Tahun 2004 Nomor 14 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATt TE 

NT ANG URAi AN TU GAS POK OK DAN 
FUNGSf KANTOR PELA y ANAN 

PERIZINAN DAN INVEST ASI 
KABUPATEN BANYUMAS. 

BAB f 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1aerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas; 

1emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas; 

:upati adalah Bupati Banyumas; 

:antor adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan lnvestasi Kabupaten Banyumas; 

:epala Kantor Pelayanan Perizinan dan lnvestasi yang selanjutnya disebut dengan 

(epala Kantor adalah Kepala Kantor Pe/ayanan Perizinan dan lnvestasi Kabupaten 

fanyumas· 
' 

(ecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten Banyumas yang memiliki wilayah 

(erja tertentu dan dipimpin oleh Ca mat. 

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian tugas 

Kantor Pelayanan Perizinan dan lnvestasi yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih 

dari S"'t n II ln::1~!:lrn!:J ♦ !:ln 

2 



f
ungsional adalah ked ~ Uduka 

,i g dan t,ak seorang Pega n Yang n, r n'" Wal Ne . enunJ ;I .an 1ugasnya didasarka Qer1 Slpil d Ukkan tug 5'n• n Pad ala 
88

, ten l ..,andiri. a keahllan d - m aatuan orga ggung jawab, 
-191''' an/at nl a 1 

(5
1 

fungsional Umum ad 
I 

au keterarn Y
9

ng dalam n 8 ah k Pilant 
iD't9 ... wenan9 dan hak seoran 8dudukan Ya enentu aena 

o, v,v 9 dala ng nie 
~r9 8 didasarkan pada keah1· m satuan or . nunjukkan tuga 

9

nY 1an d 9an1sas· . a, tanggung 
f .. ~r,akan tugasnya mendas k an/atau ketr . I Yang dalarn pelak 
919~,.. ar an Pe . arnp1lan le sanaan 

d8 stasan. nntah/petunjuk r1entu serta dalam 
~ ~n ~r1 , anggungjawab 

BAB II 
SUSUNAN 0 RGANISASI 

. . Pasa12 
an 

0
rgan1sas1 Kantor terdiri d . 

usun an : 
Kepala Kantor; 

sub 9agian Tata Usaha; 

seKsi pelayanan I; 

seksi pelayanan II; 

seksi 1nvestasi; 

UPT; 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

,agan susunan organisasi Kantor seb . . aga,mana tercantum d . 

n

erupakan bag1an tak terpisahkan dari Pe t . . alam Lampiran I yang ra uran int. 

Pasal3 

1 

sagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh K 1 . . . epa a Sub Bag1an dan Kepala 

a epa a Kantor :si
1 

yang berada d1 bawah dan bertanggungJ·awab kepad K 1 

BAB Ill 

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

Kepala Kantor 

Pasa14 

I Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan 

perizinan dan investasi secara efektif dan efisien guna peningkatan pelayanan 

perizinan dan pengembangan investasi di Daerah. 
li Nama jenis perizinan yang diselenggarakan oleh Kepala Kantor sebagaimana 

lercantum dalam Lampiran ii yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 

1ni, 3 



k Paa I 
18nggara an tugas Pok a s 

~ie . Ok seb I nysi tungs,: 89ain,8 ' t11PLJ na di 

1rr,8 
,, kebijakan teknis di bid rnaksud Pad 

vs9 ang Per· · 8 Pa al 
f/11 an rencana dan program k . 12,nan da . 4, Kepala 

51Jfl . er1a K n invest . 
~i~ garaan keg,atan di bida antor; as,; 

1et19 .. ng Peri2; 
~y8 asn keb1Jakan teknis, Pe . nan dan inv 
~¢fl . . rnbenan b· estas;• 

, . di bidang penzinan dan inv . 'rnbingan , 
1~951 . . estasr , Pembina 

9 ~an koordmas, dengan in t . ' an, Pengaw 
~s9fl~ s ans, Pe asan dan 

~9 
88n urusan ketatausahaan d rnerintah, sw 

~¢fl an ker asta dan 
118 . an terhadap U PT dan/atau K urnahtanggaa rnasyarakat; 
,f11t,1n8 . ecarnatan n Kantor; 
, flaan tugas-tugas la,n Yang d'b . da/am lingk 
,/a~sa ' enkan ol h up tugasnya· 
, e Bupati. , 

Pasa1s 
as Kepala Kantor adalah seba . 

1
n tu9 .. ga, berikut: 

tapkan keb1Jakan teknis pen 
1 nene ye enggaraan 

}edoma
n pelaksanaan tugas; Perizinan dan • 

mvestasi sebagai 
etapkan rencana, program kerja d . 

nen . an Jadwa/ kegiatan 
Jelaksanaan tugas, Kantor sebagai pedoman 

eniabarkan dan membagi tugas kepad b 
11 1 a awahan unt k k 

. u elancaran pelaksanaan 
1ugas, 
,nenye/enggarakan pe/ayanan perizinan dan . . 

. I . mvestas, s~~ra efektif dan efisien guna 
penmgkatan pe ayanan, --.. __ __ 

mengkoordinasikan pemberian bimbingan pemb· 
' maan, pengawasan pelayanan 

perizinan dan investasi kepada bawahan guna optimalisasi pelayanan; 

mengorganisasikan langkah-langkah inovasi dalam rangka menumbuhkan iklim usaha 

yang kondusif di bidang investasi; 

mengkoordinasikan penelitian persyaratan administrasi dan peninjauan /okasi oleh 

Tim guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

mengoreksi berkas permohonan izin dan investasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

menandatangani surat pemberian/penolakan izin atas nama Bupati mendasarkan 

pada pertimbangan teknis dari Tim serta kebijakan Daerah; 

menyelesaikan permasalahan perizinan dan investasi sesuai dengan bidang tugasnya 

Yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya izin; 

t memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi; . . 
l rn . . · katkan efektivitas dan efis1ens1 

emb,mb,ng dan meni/ai kinerja bawahan guna menmg 

Pelaksanaan tugas; 



r 8,,;sasikan kegiatan 
0rO lnve 

_.,,,9 dan investasi gun ntari,811 
~r ' ,,,9,, a op11 I Pend 

!' I_' ,, di bidang perizinan d . rna11,a,1 eta n dan 
_i,;;8~9 en inve Pelaya,. " Pern,,. k 

~r-· ril<an lnformasl keblJak ata I; , 1 
, , lr'lforrn u,a hlran dat. 

r11r,e an un, a,1 dan 
~" enlngkatkan pemahama urn Pony I i>erumu an 

9 rT1 n rna8 
8 ongg 

911'' s9nakan koordinasl dal Yarekat; rabn POrllin ,s~ arn Unit en dan inv991a I 
~,e ·r,tah lainnya dan lembag kerja 

, 111en a rnasy ' 0ntar u 
1 f'° 91 n,aupun informal guna tercap . arakat dan/atau n t kerJa, dengan in t . 

ffl, a1nya . rnasya an , 
fi' endalikan urusan ketatausah s1nkronisas· rakat terkait baik •---
8,,g aan 9 

1 Peiaks ~,a 
,11 organisasikan pembinaan una menunjan . anaan tugas; 
8ng , Pernb . 9 krnerj K 

,11 • I kepada UPT d enan bi . a antor; 
f gs1ona an/atau K rnb,ngan d 

fv~ ahkan dalam lingkup tugas . ecamatan dalarn an Pengawasan teknis 
dil1rnP nya, melaksanak 

orkan hasil pelayanan Per' . an tugas yang 
rrie18P 12inan dan . 

rl<
ala kepada Bupati melalui Sek . investas; dalam r 

ve . retans Daerah ingkup tugasnya secara 

te
rkait sebaga, pertanggungjawaban Pelak dengan tembusan kepada ·t k . 

. sanaan t unr erJa 
laksanakan tugas lain yang dib .k ugas; 

. n,e . . en an oleh Bu a . . 
guna tercapa1nya tuJuan organisasi. P t, sesua, dengan bidang tugasnya 

Bagian Kedua 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal7 
Jb sagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok m 

engelola urusan umum rumah tan 
!flengkapan, keuangan dan kepegawaian dalam ran , gga, 

gka mendukung pelaksanaan tugas 
intor. 

Pasal8 

·aian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut: 

. mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

memperoleh kesatuan pendapat; 

l. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, 

perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan 

kerumahtanggaan Kantor, administrasi keuangan dalam pengurusan gaji, penghasilan 
la· tan pa1·ak dan retribusi perizinan 

in pegawai, pembiayaan kegiatan, serta pemungu 

dalam lingkup tugas Kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas; 



9iKBn informesi kebijak 
,r11P k an etr 

I
Y ,,,gan untu mewujudkan k atog1 · .Jf1ll 0munlk Kantor 

.,,,.r 
0
csna kebutuhan baran ., 

11 
I Yang kepad r ii re g "antor In ,019. plhak yang 

I rte rencana anggaran ege , toncenn ' 

I 
sB . r terwuJudr tnekeni&tna 

, -~en petun1uk penyusunon iya slnkton1 kfnja den tata ru 
118° Poron a 1· 1Jng 

, 11 kegiatan agar dapat me b cannon b 
1 

·1i8n m erl bah osorto B 
(I ngan kebutuhan; an usulan OQQetB11t1y11 k11p11rJ11 
i9I dB perencana 

~1 ~o0rdlnasikan penyelenggaraan 
811 

kOQiatan yang 
r,g d I Penyusu , . naan an pe aporan termasuk . nan dan , ~ Ak d1 daiamn penehtian dokumen 

·ntat1/Laporan untabilitas K1· . ya Akuntab'1·1 ,en . ner1a I 11 as K,· . 
I 

nstansi Pe . nerJa lnstansi 
. ·r,g dan eva uasI kegiatan K men t h n11on antor unt n a (AKIP/LAKIP) serta 

rT1 Kantor dan standar indeks bia . uk mengetahui keses . rf/Jrs . . Ya, uaian dengan 

anakan morntonng dan evalu . 
,e1aKS . . as1 pelaksanaan 

rnengetahLII kesesuaIannya den program kerja sat . . 

0

1uk gan program k . uan organisas1 

riksB hasil pelaksanaan tugas b er1a; 
,eme . awahan sesuai de 

g 
bertakU agar d1peroleh hasil kerja ya ngan peraturan dan prosedur 

3n . . ng benar dan akur . 
berikan b1mbingan dan penilaian k. . at, 1erl'l merJa bawahan . 

an efisiensi pelaksanaan tugas; guna meningkatkan efektivitas 

iaporkan pelaksanaan kegiatan Sub 8 . 1e ag,an Tata Usaha k 
ertanggungjawaban kegiatan; epada atasan sebagai 

,elaksanakan tugas lain sesuai bidang tuga d . . snya alam rangka pencapaian tujuan 

rgan1sas1. 

Bagian Ketiga 

Kepala Seksi Pelayanan 1 

Pasal9 

1la Seksi Pelayanan I mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan 

ranan permohonan izin berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan 

Ianan kepada masyarakat. 
Pasal 10 

m Tugas Kepala Seksi Pelayanan I sebagai berikut : 
rnembuat konsep kebijakan teknis pelayanan perizinan sebagai bahan pertimbangan 

atasan dalam penetapan kebijakan teknis; 
membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Pelayanan I sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas· 
I 

mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan pelayanan permohonan izin pada Kantor 

!ecara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelayanan; 
6 



i t,er1<as permohonan . . 
,eKS IZln d 

.I dengan persyaratan y engan n, 
r,1-rl' . ang ditentuk ll'lbandlngka 
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1s~ . . ahan a . an dan 
,' ·Kan 1nformasI kebijaka nahsis keb" P0mutakh' 111119n n lekni IJakan· iran data 

i~ "atKan pemahaman sesuai b'd s Pelayan ' i~g• . 1 ang t an Per ~~ aakan koord1nasi dalam . UQasnya; mohonan izin 

18

Ks9'' unit ker· guna 

~ ·ntah 1ainnya dan lembaga ma Ja, antar un't . filen syarakat d ' ke~a d ~ rl'1
8

upun informal guna tercap . an/atau mas ' engan instansi 
f111sl amya sink . yarakat terk · . 

1 
'ks8 hasil pelaksanaan tugas b romsasi pelaks 

811 
ba,k secara 

nef11eri . . . awahan seb . anaan tugas; 

b
·n,bin9 dan mernla, kmerja baw h aga, bahan 8 1 . ,el(I I a an guna . va uas1; 

K

sanaan tugas; menmgkatkan efekf ·t ~18 . ,v, as dan efisiensi 

1aksanakan pembmaan, pemberian b' b. ne ,m ingan dan 
da uPT dan/atau Kecamatan d pengawasan tek - f . -epa alam melak ms ungs,onal 

;aisJll linQkUP tugasnya; sanakan tugas yang dilimpahkan 

iaporkan kegiatan Seksi Pelayanan 1 . ne . sebaga,pertan . 
laksanakan tugas lam yang diberika I ggun91awaban kegiatan; 

oe . . n o eh atasan sesuai d . 
iuna tercapa1nya tuiuan organisasi. engan b1dang tugasnya 

Bagian Keempat 

Kepala Seksi Pelayanan II 

Pasal11 

ila Seksi Pelayanan II mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan 

njauan lapangan, pembuatan berita acara hasil pemeriksaan dan pembuatan 

angan surat pemberian/penolakan izin sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

Jtusan Kepala Kantor. 

Pasal 12 

ian Tugas Kepala Seksi Pelayanan II sebagai berikut : 
membuat konsep kebijakan teknis pelaksanaan peninjauan lapangan, penyusunan 

hasil pemeriksaan dan pembuatan rancangan surat pemberian/penolakan izin sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis; 
rnembuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Pelayanan II sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 
' menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

lugas· 
I 

7 
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iisn r- , Penln)auan I 
j-4 'ksB hasil pelaksanaan tugas b opangan 91Jb9flal 

111

en . . . awahan ~ . bin9 dan memla, kmerja ba sebagal bah it1b'f1'1 Wahan gun an evaluasi 
(if, •• naan tugas; a meningkatkan f . ~ 1sK"" e ekt1v1tas da fl . , 
'/ garakan kegiatan · n 
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,s,ens, 
n>'81en9 mventarisasi 

1116 ian/penolakan izin sebagai b h ' pendataan dan . it1b8r a an analisi .. pemutakhiran data 

'I anakan koordinasi dalam . s keb11akan; 
eiaKS umt ker1·a 111 • d 

1 
, antar u ·t 

itlerintah Ia1nnya an embaga masyarakat d rn kerja, dengan instansi 
pB . f I an/atau m al n,aupun in orma guna tercapainy . . asyarakat terkait baik secara 
1orfll . a smkromsasi 

Ksanakan pemb1naan, pemberian b' . pelaksanaan tugas; 

111

ela Imbmgan dan 
da uPT dan/atau Kecamatan d I pengawasan teknis fungsional 

KeP
8 

8 am melaksanak .,, nngkUP tugasnya; an tugas yang dilimpahkan 

dala11• 
iaporkan kegiatan Seksi Pelayanan 11 seb . n,e · . agai pertanggungjawaban kegiatan· 

elaksanakan tugas lam yang d1berikan oleh at . , 01 . . . asan sesua, dengan bidang tugasnya 

guna 1ercapa1nya tu1uan orgamsasi. 

Bagian Kelima 

Seksi lnvestasi 

Pasal13 

pala seksi lnvestasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penumbuhan iklim 

,estasi oaerah melalui pendataan potensi Daerah, promosi, pemberian fasilitasi dalam 

nzinan dan pengendalian investasi serta penyiapan bahan insentif bagi para pelaku 

aha di Kabupaten Banyumas. 

Pasal 14 

raian Tugas Kepala Seksi lnvestasi sebagai berikul: 
. membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan investasi dalarn penetapan kebijakan 

teknis· I I membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi lnvestasi sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; t . han untuk kelancaran petaksanaan 

menIabarkan dan membagi tugas kepada bawa 

tugas· 
I 8 
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1118
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dalarn pengurusan pe . . Pendam . sior nzman Pmgan k l .,.si pelayanan; Yang be k . epada calon investor dan 
. .,91,,.. r a1tan d .,,i1w • engan 

vr sf.JnaKan promosI potensi/pel usahanya 

e

1aK o uang i guna 

~ si oaerah guna menarik . nvestasi 
,est8 investor ba·1k 

i~ pihak ke tiga ke Daerah· 
dengan , 

Daerah dan .. 
secara kebtJakan/regulasi 

mandiri maupun kerjasama 

K
sanaKan penyuluhan pelayan . 

e19 an penz ~ hf.Jrl'lan masyarakat,· man dan · 
1 

9 o

1

" nvestasi ..efll guna meningkatkan 

r- riKsa hasil pelaksanaan tugas b , ~eflle . . . . awahan seba . 
111birnbIn9 dan memla1 kmerja bawah ga, bahan evaluasi 

~e . an guna menin , 
elaksanaan tugas, gkatkan efektivitas dan efisiensi 

p oyelen99arakan kegiatan inventaris . me . . .. as,, pendataan dan . 
seb8gai bahan anahsIs keb1Jakan; pemutakh1ran data investasi 

nyusun bahan rekomendasi permoho . me nan mvestasi den • . . . 
nanarnan modal sebagai bahan perti b gan fasilttas dan/atau msent1f 

pe m angan Bupati; 

. . ngawasan proses realisasi investasi yang rnernantau perkembangan dan melakukan pe 

izin usahanya mendapat fas1htas penanaman mod I d . . . a an/atau msent1f Daerah guna 

optimalisast pelayanan; 
rnernberikan informasi kebijakan teknis pelayanan investasi serta kebijakan dan 

regulasi investasi nasional guna meningkatkan pemahaman tentang bidang tugasnya; 

. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan instansi 

pernerintah lainnya dan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara 

lorrnal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas. 

1 melaporkan kegiatan Seksi lnvestasi sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

! melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 

guna tercapainya tujuan organisasi; 
r. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan instansi 

pemerintah lainnya dan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara 

formal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
1 rn I . · rtanggungJ·awaban kegiatan; 

· e aporkan kegiatan Seksi 1nvestas1 seba9
81 

pe . t t sesuai dengan b1danQ tugasnya 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh a asan 

9una tercapainya tujuan organisasi. 
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f11pok Jabatan Fungsional 

~e o mempunyai tu 
nunjang pelaksanaan tugas Din gas melaksanakan k . t n1e as sesuai d eg,a an yang 

l)Brdasarkan ketentuan yang beriaku; engan keahlian bidang masing-masing 

mlah jabatan fungsional ditentuk 
I Ju an berdasarkan sit . . 

mbinaan terhadap tenaga f . at, Jenrs dan beban kerja· 
I pe ungs,onal dilakukan , 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku. sesuai dengan ketentuan 

BAB IV 

TATAKERJA 

Pasal 17 

ala Kantor dalam melaksanakan tugasn b d .. ~p ya er asarkan keb1Jakan yang ditetapkan 

¢1 supati. 

Pasal 18 

~lompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing 

:pimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya dan ditunjuk 

~h Kepala Kantor. 

Pasal19 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para 

kpala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

nlegrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam 

~Qkungan masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas 

~koknya. 
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Yang secar . 
oaiarn melaksanakan tugas setia . . a fungs1onal 

. • P pimpinan 
organisast d1bawahnya dan d I satuan organisasi d"b . a am ran k ' antu oleh satuan 
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n rapat berkala. 

Pasal 21 

ra Kepala Seksi, Kepala UPT dan Ketua K 1 e ompok Jabat F . 
~yarnpaikan laporan kepada Kepala Ka 

1 
an ungsional pada Kantor 

, n or dan berdasarkan I 
,b sagian Tata Usaha menyusun laporan berk I K aporan tersebut Kepala 

a a epala Kantor. 

BABV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal22 

) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum ditetapkan 

lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Kantor berdasarkan formasi jabatan yang 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
l) Pembentukan Sub-sub Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Kepala Kantor berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja. 

BABVI 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal23 

(1) Bupati ,ni sepanjang mengenai 
Hal•hal yang belum diatur dalam Peraturan 

. . n Peraturan Kepala Kantor. 
Pelaksanaannya diatur leb1h lanJut denga 
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r-Ar,gguan/lzin Tempat Usah 
·fv1 ~ --=---- a 
. if1 ,-4er11b8ngun Bangunan (1MB) 

~. usaha Perdagangan (IUP) 

: tJsBha industri (IUI) 

d
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,so 

d
a oattar lndustri (TDI) 
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,snda oattar Gudang (TDG) 

. rempat Usaha Minuman Beralk h 
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·n penggunaan Lokasi Pedagang K . . 

1z1 ----::=---~--· ak1 Lima 
1zin penggunaan Tanah Pemerintah Daerah 

lzin usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 

lzin pemakaian Air Bawah T anah (ABT) 

lzin Bahan Galian Golongan c (BGGC) 

lzin usaha Penggilingan Padi, Huller dan 

I 

penyosohan Beras 

lzin Usaha Rumah Makan 

lzin Usaha Salon 

lzin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata 

lzin Usaha Angkutan 

lzin Reklame/Pajak Reklame 

lzin Lokasi 

lzin Usaha Pasar Modern 

Persetujuan Prinsip dan lzin Pendirian Stasiun 

Pengisian Bensin Umum (SPBU) 

Persetujuan Prinsip dan lzin Usaha Hotel 

Persetujuan Prinsip dan lzin Usaha Rekreasi dan 

Hiburan Umum 
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e aln Yang did ---elegasikan -k- K-----

Selain 8 ecama1an. 
Yang didelegasikan ke K 

Sela in ecematan. 
yang didelegasikan ke K ecamatan. 

Selain yan d'd . g I elegas1kan ke Kecamatan 

Selain yang didelegasikan ke Kecamatan 

Selain yang didelegasikan ke Kecamatan 

Selain yang didelegasikan ke Kecamatan 

Selain yang didelegasikan ke Kecamatan 



l m t n 111 

I) 1o, t\ fl, , U A 11y\ 1 

N, ·• , r t ,, ,., " ~ 
' "'PU1111,., ,, I 'J· ,... 'J 't ti l 

K -LUHAN DARI PiHAK YANG DILAYANI 

PENERIMAAN KELUHAN 

PETUGAS DARI KASI 
SUB BAGIAN TATA USAHN 

AN AWAL 
PENANGAA~ASALAH 
ANALIS 

.. .. JUT (PEMECAHAN 
TINDAK LANNYELESAIAN) 

DAN PE 

-. ,,,\ _, 
1/ i} 

. YU~--<-- ✓ 

' . -
TIONO 


